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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

keuangan dan kinerja serta pelaksanaan pembangunan

kelautan dan perikanan secara terkoordinasi dan terkini,

perlu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan

secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan

Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
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10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 482);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 1/PERMEN-KP/2014 tentang Lingkup Urusan

Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun

2014 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan

Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 41);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.29/MEN/2014 tentang Pedoman Pengawasan

Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1123);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

www.peraturan.go.id



2015, No.1603 -4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik

yang selanjutnya disebut e-Dalwas adalah sistem

pelaporan secara elektronik tentang perkembangan

pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan secara lengkap, faktual, dan terkini, serta

dapat diakses langsung oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan.

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker

adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan

kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas

pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat

ADK adalah arsip data berupa flash disk atau media

penyimpanan digital lainnya yang berisikan data

transaksi, data realisasi Surat Perintah Membayar (SPM),

dan/atau data lainnya.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan

dan Perikanan dalam satu tahun anggaran serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
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6. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan

oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kelautan dan

perikanan.

7. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan.

8. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan

Perikanan.

11. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal,

Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan

Kementerian kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur

pengendalian, pengawasan, mekanisme sistem pelaporan

program/kegiatan, dan mekanisme sistem pelaporan

realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan oleh

Satker secara elektronik (e-dalwas), sebagai representasi

kinerja pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di

lingkungan Kementerian sesuai standar akuntansi

pemerintahan.
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